BAB V

PENUTUP

5.1Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab terdahulu, akhirnya perdrkesimpulan bahwa
bentuk perlindungan hukum ( hak-hak) bagi kortdagiak pidana perkosaan di
pengadilan Negeri kelas 1l B Kefamenanu sepanjangigd) tahun terakhir
(2010 s/d 2012) belum dipenuhi sebagaimana mestatgu masih sangat

minim. Diantaranya :

1. Mendapat penerjemah.
Penerjemah mempunyai peran penting dalam sebuasidaegan.
Penerjemah biasanya dibutuhkan apabila seseoramy m@mberikan
keterangan  tidak bisa  berbahasa Indonesia, diayahabisa
menggunakan bahasa daerah. Di pengadilan negainefanu sangat
diperlukan penerjemah karena di pengadilan terselamtyak hakim
yang berasal dari luar daerah. Hal ini yang mertypg¢mgadilan untuk
mempunyai seorang penerjemah yang berasal daryakilpengadilan
tersebut agar jika yang berperkara adalah orangg yaslalu
menggunakan bahasa daerah, maka dengan adanyjgepeerbisa

membuat hakim yang berasal dari daerah lain paham rdengerti
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dengan apa yang diungkapkan oleh seseorang yangberikan
keterangan.

2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Salah satu bentuk perlindungan yang harus dipdpagjii seorang saksi
dan korban adalah bebas dari pertanyaan yang raenigal ini yang
perlu diperhatikan karena dalam sebuah proses gid@sanya hakim
memberikan pertanyaan kepada korban seolah-olamjerag
Pertanyaan menjerat ini yang membuat seakan-akambark tidak
merasa nyaman dalam memberikan keterangan di dheyam.

3. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
Setiap korban berhak mendapatkan informasi mengeraembangan
kasusnya. Di pengadilan negri Kefamenanu tidak selarang yang
bertugas untuk memberitahukan informasi mengereakegmbangan
kasus. Korban wajib mendapatkan informasi mengpegiembangan
kasus dan putusan yang dijatuhkan bagi pelakumi@iupakan hak
mutlak yang sering disepelehkan oleh pihak-pihakgyanenangani
kasusnya. Hal ini yang membuat korban merasa hakdgk dipenuhi
karena dia harus mengetahui informasi mengenai epdsngan
kasusnya agar dia dapat tahu bahwa kasusnya sugatusd atau
sedang dalam penanganan di pengadilan.

4. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
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Setiap orang yang mencari keadilan selalu ingingathui hukuman
atau putusan yang dijatuhkan kepada orang yanglbbr&epadanya.
Setiap orang yang merasa haknya dilanggar selailuhigkuman yang
setimpal bagi orang yang merampas haknya. Di pélagatidak ada
seorang yang bertugas untuk memberikan informasigenai putusan
tersebut sehingga korban merasa haknya tidak dipesebagaimana
yang tertulis dalam UU NO0.13 tahun 2006 tentandinmirngan saksi
dan korban (pasal 5 huruf f).
5. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
Korban berhak mengetahui dalam hal terpidana d#dema Di
pengadilan tidak ada yang bertugas untuk memberikéormasi
mengenai terpidana dibebaskan. Mereka hanya médrkgarakorban
untu langsung bertanya di LP. Tapi pada dasarnygedgadilan juga
harus tau jika terpidana itu dibebaskan sehingk@ kiorban melihat
pelaku sudah dibebaskan dia dapat mencari informakilui petugas di
pengadilan. Hal ini seakan-akan membuat korbamasaehaknya tidak
dipenuhi.
5.2Saran
1. Disarankan kepada pengadilan agar dalam persidatdigaat menyiapkan
seorang penerjemah sehingga jika dalam proses gsidata yang

menggunakan bahasa daerah maka seorang penerjeakah
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menerjemahkan apa yang dikatakan oleh seorang perkbgerangan
sehingga sidang dapat berjalan dengan baik daarlanc

. Disarankan kepada bapak atau ibu hakim yang memisyatu persidangan
agar dalam memberikan pertanyaan tidak menjexatasg yang sedang
memberikan keterangannya.

. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kelnjagar ada seseorang
yang bertugas untuk memberikan informasi mengegr&igmnbangan kasus.

. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kelijagar ada seseorang
yang bertugas untuk memberikan informasi meng@udaisan pengadilan.

. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kelpijagar ada seseorang
yang bertugas untuk memberikan informasi jikalaupitna sudah

dibebaskan.
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